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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kecenderungan Hakim Pengadilan Negeri (PN) menyatakan peradilan 

umum tidak lagi berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan 

syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. 

Umumnya Hakim menggunakan amar “PN X (PN disertai nama 

pengadilan)” dalam memutus kewenangan PN untuk menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah. Hakim menjatuhkan putusan sela/akhir 

mengenai kewenangan absolut PN sebelum tahap pembuktian atau setelah 

agenda sidang duplik. Hakim umumnya memberikan kesempatan pertama 

kepada Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kewenangan 

absolut PN. Mayoritas Putusan PN diajukan banding oleh para pihak dan 

sebagian saja yang mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut serta 

seluruh putusan tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan PN. 

Putusan PN telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan hanya ada 1 

putusan yang belum inkrah karena dalam proses upaya hukum kasasi. 

2. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa peradilan umum berwenang 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah: para pihak telah sepakat 

dalam akad untuk menyelesaikannya melalui PN dan jenis perkaranya 

merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Alasan Hakim 

menyatakan tidak berwenang: perkara perbankan syariah merupakan 
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kewenangan mutlak peradilan agama, PN dan arbitrase syariah tidak lagi 

berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah 

putusan MK, para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga lain, 

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan aturan untuk mengakhiri 

dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi, dan para 

pihak sepakat memilih PN dalam akad atau perjanjian setelah Putusan 

MK. 

B. Saran 

1. Nasabah dan Bank diharapkan memperhatikan kewenangan absolut suatu 

pengadilan dalam mengajukan perkara sengketa perbankan syariah agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan pengadilan yang berwenang untuk 

menyelesaikannya terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012 yang telah memberikan kewenangan secara mutlak 

kepada pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. 

2. Hakim peradilan umum agar menyatakan bahwa PN tidak berwenang 

dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah meskipun Tergugat 

tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut peradilan umum. 

3. Hakim peradilan umum dalam memutuskan kewenangan absolut peradilan 

umum agar menggunakan amar “menyatakan PN tidak berwenang” tanpa 

disertai nama PN sehingga amarnya tegas dan tidak multitafsir. 

4. Peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai alasan 

pihak bank syariah atau nasabah lebih memilih untuk memuat klausula 

penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum 

daripada memilih peradilan agama. 
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